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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi berkembang pesat 

seiring dengan berjalannya waktu dan memberikan pengaruh yang sangat 

besar dalam kehidupan manusia. Terbukti, saat ini hampir semua bidang 

kehidupan manusia tidak ada yang lepas dari pengguna teknologi informasi, 

baik yang langsung maupun tidak langsung (Wiryany et al., 2022). 

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan informasi dalam 

berkomunikasi dan saling bertukar informasi sehingga tempat, waktu dan 

jarak tidak lagi menjadi kendala (Purba, 2014).  

Saat ini, kemajuan teknologi membuat horizon kehidupan dunia 

semakin luas (Suradji, 2018). Salah satunya adalah munculnya internet yang 

merupakan jaringan informasi yang besar dan luas (Dan & Mildawati, 2000). 

Internet bisa dikatakan sebagai perpustakaan raksasa, dengan biaya yang 

sangat terjangkau semua kalangan masyarakat bisa dengan mudah 

mengaksesnya dan untuk komunikasi jarak jauh baik antar daerah bahkan 

antar negara (Tobing, 2019). Tidak hanya itu, teknologi internet juga 

mempermudah segala akses seperti berita, ilmu pengetahuan, dan masih 

banyak lainnya (Miftah Nurul Annisa, 2020). Dalam dunia pendidikan 

memungkinkan terciptanya lingkungan belajar global yang berhubungan 

dengan jaringan yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran, 
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dikelilingi oleh berbagai sumber belajar berbasis elektronik (Akbar & 

Noviani, 2019).  

Berbicara tentang dunia pendidikan tak lepas dengan yang namanya 

perpustakaan sebagai bagian kompleks darinya. Perpustakaan adalah jantung 

kegiatan akademik di perguruan tinggi (Hardiyanti & Raflesia, 2016). 

Sebagai pusat sumber belajar, perpustakaan menyediakan akses terhadap 

berbagai karya intelektual yang menjadi dasar bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan, pendidikan, dan penelitian (Ummah, 2019). Namun demikian, 

akses terhadap karya-karya tersebut tidak terlepas dari pengaturan hukum 

yang melindungi hak pencipta, yaitu rezim hukum hak cipta (Chosyali, 2018). 

Pada satu sisi, hak cipta memberikan perlindungan eksklusif kepada 

pencipta atas ciptaannya (Fitriana, 2014). Perlindungan ini mencakup hak 

moral maupun hak ekonomi yang memingkunkan pencipta untuk mengontrol 

penggunan karyanya oleh pihak lain (Ferol Mailangkay, 2017). Dari sisi lain 

perlindungan yang terlalu ketat bisa menjadi rintangan terhadap akses 

informasi, utamanya pada konteks pendidikan (Permadi, Harun Mukhtar, 

2016). Maka dari itu sistem hukum sebagai prosedur penyeimbang antara 

kepentingan pencipta dan kepentingan publik, utamanya pada bidang 

pendidikan dan penelitian (Denny Kusmawan, 2014). 

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta secara jelas 

mengatur pembatasan dan pengecualian tersebut terutama pada pasal 43 dan 

pasal 44 yang memberikan kesempatan bagi pengguna karya cipta untuk 

menggunakannya tanpa harus izin penciptanya untuk kepentingan 
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pendidikan, dokumentasi, dan perpustakaan (Puspasari & Sardjono, 2023). 

Ketentuan ini pada dasarnya memberikan izin kepada institusi pendidikan dan 

perpustakaan untuk menggunakan karya yang dilindungi hak cipta dalam 

batas batas tertentu. 

Namun demikian, penerapan prinsip pembatasan hak cipta pada 

praktiknya di perpustakaan tidak selalu sejalan dengan norma hukum 

(Syauzul & Aan, 2012). Salah satu kejadian nyata yaitu praktik penggandaan 

koleksi perpustakaan melalui layanan fotokopi. Pada beberapa kasus 

perpustakaan menyediakan layanan fotokopi tanpa batasan yang jelas, bahkan 

memungkinkan penggandaan pada seluruh buku (Christian, 2022). Praktik ini 

bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, terutama jika tidak ada izin 

dari pemegang hak cipta dan tidak memenuhi kriteria pengecualian yang 

diatur di dalam undang-undang. 

Selain itu di era digital saat ini, banyak perpustakaan yang telah 

mendigitalisasi koleksinya untuk memudahkan akses (Layanan et al., n.d.). 

Namun, tanpa adanya kebijakan yang tegas dan pemahaman yang cukup 

mengenai hak cipta, proses digitalisasi ini berpotensi melanggar hak ekonomi 

dan moral pencipta (Ujang Badru Jaman et al., 2021). Sebagai contoh 

mendigitalisasi dan menyebarluaskan karya yang masih dilindungi hak cipta 

tanpa izin dapat merugikan pencipta dan melanggar ketentuan hukum. 

Selain itu, minimnya pemahaman dan kesadaran mengenai hak cipta 

di antara pustakawan dan pengguna perpustakaan juga berkontribusi terhadap 

pelanggaran hak cipta (Rahayu, 2009). Hal ini menegaskan bahwa pentingnya 
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pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan agar semua pihak yang terlibat 

dapat memahami dan menghormati hak cipta (Kekayaan & Hki, 2024). 

 Dengan demikian, sangat penting untuk menganalisis penerapan 

prinsip pembatasan hak cipta diperpustakaan (Nurdahniar,n.d.). Khususnya 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah magelang, serta mengidentifikasi 

tantangan dan peluang penerapannya dalam mendukung pendidikan secara 

berkelanjutan agar terjadinya tertib hukum yang baik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan 

prinsip pembatasan hak cipta di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Magelang? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini  adalah menganalisis sejauh mana prinsip 

pembatasan hak cipta diterapkan dalam pengelolaan koleksi di perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Magelang 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang didapat dari penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini bisa diharapkan menjadi salah satu sumber referensi 

terhadap perkembangan Ilmu Hukum hak cipta bagi pengelola 

perpustakaan, akademisi, dan mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai wawasan dan 

pengetahuan bagi pengelola perpustakaan,akademisi,dan mahasiswa. 

b. Bagi Pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait 

prinsip pembatasan hak cipta. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri, Viendi Amelia and Dr. Lely 

Indah Mindarti,, M.Si. and Aulia Puspaning Galih,, S.IIP., MS 2021) yang 

berjudul Pengelolaan sistem keamanan informasi terhadap kebijakan hak 

cipta pada institusional repository di perpustakaan perguruan tinggi (Studi 

kasus di perpustakaan Universitas Brawijaya) mengungkapkan bahwa 

perpustakaan memiliki peran penting terhadap keterbukaan informasi untuk 

mendukung ilmu pengetahuan. Institusional repository muncul sebagai usaha 

dalam penyimpanan dan pelestarian karya-karya yang dihasilkan oleh 

institusi. Namun demikian, adanya keterbukaan informasi secara digital juga 

memiliki dampak pada keabsahan dari orisinalitas karya. Maka dari itu pihak 

institusi haus memiliki perlindungan agar aktifitas didalamnya tidak 

melampaui hak cipta dari ciptaannya. 

Perpustakaan Universitas Brawijaya memiliki kebijakan terhadap 

repository institusi. Perpustakaan Universitas Brawijaya telah memiliki ISO 

1777:2000 mengenai keamanan informasi, Perlindungan dilakukan dengan 

membatasi aksebilitas karya, hanya pihak yang berwenang yang dapat 

mengubah data, dan menjamin aspek kerahasiaan pencipta. Faktor 

pendukung, antara lain pembatasan pengguna. Pengontrolan, pemeliharaan 

sistem, klasifikasi karya, dasar hukum, terintegrasinya sistem, dan 

penunjukan tim dalam membentuk repositori institusi Universitas Brawijaya. 
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Kemudian faktor penghambat lain kegagalan sistem karena terjadi peralihan 

perangkat keras, peralihan data secara massif, dan pemadaman listrik. 

Kesimpulannya tujuan dari pengelolaan sistem keamanan informasi 

pada repository institusi UB memiliki kaitannya dengan undang-undang dasar 

nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Dalam penellitiannya pengelolaan 

sistem keamanan informasi terhadap kebijakan hak cipta di repository 

institusi UB sudah melakukan perlindungan terhadap hak cipta dengan 

semaksimal mungkin untuk menghindar suatu permasalahan. 

Kemudian, yang kedua adalah penelitian dari (D. Y. Saputra & 

Krismayani, 2024) yang berjudul “Layanan perpustakaan digital iSragen 

dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka di Dinas Arsip dan 

Pepustakaan Kabupaten Sragen”. Penelitian ini membahas mengenai layanan 

digital iSragen dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka di Dinas 

Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan dan strategi layanan perpustakaan digital 

di Sragen dalam pemenuhan kebutuhan informasi di Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengambilan 

data dilakukan  denganwawancara semi struktur, dokumentasi, observasi. 

Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan metode non probability 

sampling dengan Teknik purposive sampling. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa layanan digital iSragen mengalami kendala terkait 

pengadaan koleksi dikarenakan hak cipta. Layanan iSragen untuk sementara 
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waktu masih belum dilakukan pengembangan sebab Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Kabupaten Sragen masih dalam tahap pemulihan layanan yang 

terhenti saat panemi covid-19. Pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka 

ditinjau dari pemahaman pemustaka dan kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan pemustaka.  

Yang ketiga karya dari (Ratnasari, 2011) yang berjudul “Pengetahuan 

Pemustaka UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro tentang Undang-

Undang Hak Cipta”. Penelitian ini membahas mengenai pengetahuan 

Pemustaka UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro tentang Hak Cipta. 

Tujuan dari Penelitiannya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

pemustaka UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro tentang Undang-

Undang Hak Cipta. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif kuantitatif. 

Populasi yang digunakan Pemustaka UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro yang berkunjung ke layanan buku tandon dan karya ilmiah pada 

tahun 2011 sebanyak 3028 orang. Sampel penelitian berjumlah 97 responden. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified random 

sampling (diambil dengan disesuaikan strata). Teknik pengumpulan data 

menggunakan studi dokumen observasi, dan kuisioner. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi 

menggunakan alat bantu SPSS 16.0. Hasil dari penelitian ini pengetahuan 

Pemustaka UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro cukup baik. Hasil ini 

ditunjukkan dengan perhitungan uji kuisioner. Kategori yang dipakai adalah 

ketentuan umum, fungsi dan sifat, pencipta, ciptaaan yang dilindungi, 
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pembatasan, masa berlaku, lisensi, dan ketentuan pidana. Hasilnya 

menunjukkan bahwa sejumlah 78,4% responden masuk dalam kategori 

pengetahuan cukup baik dan sejumlah 15,5 % responden masuk dalam 

kategori baik, dengan demikian Pemustaka UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro mengetahui tentang Undang-Undang Hak Cipta 

Yang ke empat karya dari (Vinna Rahmawati & Yusniah, 2024) yang 

berjudul “Analisis Kebijakan Perpustakaan SMA Negeri 1 Seirampah 

terhadap Hak Cipta untuk mencegah resiko plagiarism”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kebijakan Perpustakaan SMA Negeri 1 

Seirampah terhadap Hak Cipta untuk mencegah resiko plagiarism di 

lingkungan sekolah. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data secara observasi dan 

wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Hak Cipta dan 

upaya pencegahan plagiarisme di Perpustakaan SMA Negeri 1 Seirampah 

masih rendah. Hal ini disebabkan pemahan pustakawan yang belum memadai 

mengenai kebijakan Hak Cipta. 

Yang ke lima karya dari (Vitriana & Putra, 2021) yang berjudul “Hak 

Cipta Dalam Digitalisasi Koleksi Perpustakaan”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui penerapan Hak Cipta pada kegiatan digitalisasi koleksi 

perpustakaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam membangun 

dan mengembangkan koleksi digitalnya ada beberapa upaya yang dilakukan 

oleh Perpustakaan untuk meminimalisir pelanggaran Hak Cipta, Seperti 

halnya mendigitalisasi koleksi yang belum memiliki hak cipta, seperti hanya 
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mendigitalisasi koleksi yang belum memiliki Hak Cipta, meminta izin tertulis 

kepada penulis, Penerbit, atau Pemegang Hak Cipta suatu karya untuk 

memungkinkan Perpystakaan mendigitalisasi karyanya, Untuk jenis koleksi 

tertentu seperti laporan, penelitian, makalah atau publikasi akademik lainnya, 

Perpustakaan dapat mengajukan surat persetujuan kepada penulis hanya 

memperole koleksi digital berlabel “atas konten terbuka” di internet dan 

menetapkan standar file koleksi digital untuk membatasi kemungkinan 

pengguna Perpustakaan mencoba mengubah isi koleksi digital tersebut, 

Selain itu, Perpustakaan harus melakukan upaya untuk mengatasi 

permasalahan pelanggaran Hak Cipta dengan melakukan kegiatan sosialisasi 

tentang pentingnya melindungi Hak cipta dan akibat pelanggaran Hukum dari 

Hak Cipta bagi pengelola Perpustakaan, Pimpinan Sekolah, dan Universitas 

serta pengguna Perpustakaan. 

B. Kerangka Teori 

1. Hak Cipta  

Hak cipta secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu "hak" dan 

"cipta". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hak" diartikan sebagai 

kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu untuk digunakan atau 

tidak, sesuai keinginan. Sementara itu, "cipta" atau "ciptaan" merujuk 

pada hasil karya yang diciptakan oleh manusia dengan mengandalkan 

akal, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Oleh karena itu, 

hak cipta berkaitan erat dengan produk intelektual manusia.(Iii & 

Pustaka, 2010) 
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Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta. Hak moral 

tidak bisa dihapus meskipun jangka waktu perlindungan hak cipta sudah 

berakhir. Hak moral tidak bisa dialihkan dengan wasiat atau sebab laoin 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta 

meninggal dunia. Hak moral juga mencakup dalam hak-hak terkait 

(neighboring rights). 

Hak ekonomi adalah hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta 

untuk mendapatkan nilai ekonomis atas ciptaannya.Kegiatan yang bisa 

dilakukan oleh pemegang hak ekonomi adalah :penerbitan ciptaan, 

penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, 

pengadaptasian, pengaransemen atau pentranformasianciptaan, 

pendistribusian ciptaan atau salinannya, komunikasi ciptaan dan 

penyewaan (Simatupang, 2021). 

2. Pembatasan Hak Cipta 

Dalam hukum sendiri Hak cipta Menyebutkan peraturan-peraturan 

yang mengatur hak cipta, baik dalam konteks hukum internasional 

(seperti Konvensi Bern) maupun hukum nasional (Undang-Undang No. 

28 Tahun 2014) tentang Hak Cipta di Indonesia) khususnya pada pasal 

44 tentang pembatasan hak cipta dan pasal 40 tentang perlindungan hak 

cipta. Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang 

pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta yang berisikan sebagai 

berikut 
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Pasal 43  

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta 

meliputi: 

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan /atau Penggandaan 

lambing negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli 

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/ atau Penggandaan 

segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas pemerintah, kecuali 

dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, 

Pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau dilakukan Pengumuman, 

Pendistribusian, Komunikasi, dan/ atau Penggandaan 

c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun Sebagian dari 

kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber 

sejenisnya lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan 

secara lengkap atau  

d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media 

teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial 

dan / atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut pihak terkait, atau 

menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau menguntungkan 

Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak 

keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut 

Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang 

pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta.  
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Pasal ini mengatur tentang Penggunaan, pengambilan, 

penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait 

secara seluruh atau Sebagian yang substansial tidak di anggap sebagai 

pelanggaran hak cipta jika di cantumkan secara lengkapnya yaitu: 

a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, 

penulisan kritik atau tinjaun suatu masalah dengantidak merugikan 

kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemengang Hak Cipta  

b. Keamana serta penyelenggaraan pemerintahan, legislative, dan 

peradilan 

c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan 

atau  

d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan 

ketentuan tidak merugikan kepentingan wajar dari Pencipta 

Pasal 48 

Penggandaan, Penyiaran, atau komunikasi atas Ciptaan untuk 

tujuan informasi yang menyebutkan sumebr dan nama Pencipta secara 

lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan 

berupa: 

a. Artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan pengumuman 

baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang 

salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan 

Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan: 



14  

b. Laporan peristiwa aktual kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat 

atau didengar dalam situasi tertentu dan  

c. karya ilmiah, pidato, ceramahj, atau Ciptaan sejenis yang 

disampaikan kepada publik 

3. Pembatasan dan Pengecualian (Limitations and Exceptions) dalam l 

Konvensi Bern 

 Konvensi Bern adalah perjanjian internasional yang paling tua 

dalam bidang hak cipta dan dapat ditatifikasikan oleh semua 

negara.Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 menyetujui Konvensi 

Bern dengan ketentuan pada pasal 33 ayat 1 (keputusan presiden no 18 

tahun 1997 pasal 1). Tujuan diadakannya Konvensi Bern adalah untuk 

melindungi karya-karya sastra dan ilmiah.Berdasarkan pasal 2 ayat 4 Uni 

Konvensi Bern (1948),Karya-karya yang tercantum dalam pasal tersebut 

akan mendapatkan perlindungan di seluruh negara anggota Persatuan 

Hak Cipta Benr.Perlindungan ini bagian dari World Intelectual Property 

Organization (WIPO). Dalam WIPO dijelaskan bahwa agar sebuah karya 

mendapatkan perlindungan hak cipta karya tersebut haruslah karya asli. 

Karya asli berarti benar -benar merupakan ekspresi asli dari penciptanya, 

yaitu karya yang sepenuhnya ciptaan pribadi, bukan salinan atau hasil 

plagiasi dari karya orang lain yang sudah berada di ranah publik. Makna 

orisinalitas dalam Undang-undang hak cipta dapat bervariasi antarnegara. 

Dalam setiap kasus orisinalitas berkaitan dengan bentuk ekspresi dan 

bukan dengan ide-ide yang mendasarinya (Taupiqqurrahman, 2021). 
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 Meskipun Konvensi bern secara ekplisit tdiak mencantumkan 

daftar lengkap pengecualian, ia memberikan ruang bagi negara anggota 

untuk menerapkan dalam hukum nasional mereka, asalkan seusai dengan 

uji tiga langkah. Beberapa contoh umum yang secara eksplisit diakui 

dalam Konvensi atau umum diterima dalam praktik global berdasar 

berdasarkan prinsip-prinsipnya meliputi: 

a) Pengutipan (Quotations): Pasal 10(1) 

Bunyi Pasal 10(1) Konvensi Bern adalah: “Pengarang karya sastra 

dan seni yang dilindungi oleh konvensi. Ini mempunyai hak ekslusif 

untuk mengizinkan reproduksi karya tersebut, dengan cara atau 

bentuk apapun” 

Pada Konvensi Bern Konvensi Berne secara eksplist 

mengizinkan pegutipan dari karya yang telah dipublikasikan, asalkan 

dkutipan tersebut sesuai dengan “fair practice” dan disebutkan 

sumbernya. Ini berlaku untuk tujuan seperti kritik, komentar, 

pengajaran, atau pelaporan berita (Ricketson & Ginsburg, 2015). 

b) Penggunaan untuk Tujuan Ilustrasi Pengajaran (Illustrations for 

Teaching) 

Pasal 10(2) konvensi bern yang berbunyi “Kompilasi data atau 

materi lain, baik dalam bentuk yang dapat dibaca mesin atau bentuk 

lain, yang karena pemilihan atau pengaturan isinya merupakan 

ciptaan intelektual harus dilindungi sebagai mana mestinya. 

Perlindungan tersebut, tidak akan mengurangi hak cipta apapun yang 
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ada dalam data atau materi itu sendiri.”. Konvensi Berne juga 

mengizinkan penggunaan karya sastra atau seni untuk tujuan ilustrasi 

pengajaran, asalkan penggunaan tersebut sesuai dengan “fair 

practice” dan disebutkan sumbernya. 

Pemberitahuan Berita (Reporting Current Events): Pasal 10bis 

(1) Konvensi Berne mengizinkan reproduksi atau komunikasi kepada 

public tentang artikel berita atau komunikasi kepada public tentang 

artikel berita atau artikel serupa, atau siaran akrya yang disiarkan di 

radio atau televisi, asalkan hal tersebut dibenarkan oleh tujuan 

informasi dan disebutkan sumbernya. 

Penggunaan oleh Lembaga penyiaran (Ephemeal Recordings 

by Broadcasting Organizations): Pasal 11bis (3) memungkinkan 

lembaga penyiaran untuk membuat rekaman sementara dari karya 

yang berhak cipta dengan sarana mereka sendiri dan untuk siaran 

mereka sendiri, dengan Batasan waktu tertentu (Eze et al., 2018). 

c) Salinan untuk Perpustakaan dan Arsip (Library and Archival 

Copies): 

Meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam Konvensi berne, 

Banyak negara menerapkan pengecualian yang memungkinkan 

perpustakaan dan arsip untuk membuat salinan karya untuk tujuan 

pelestarian, penggantian, atau penyediaan akses terbatas bagi 

peneliti, asalkan sesuai dengna uji tiga Langkah (Limitations, 2008). 
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1) Trips Agreement  

Perjanjian tentang aspek-aspek terkait perdagangan hak 

kekayaan Intelektual (Perjanjian Trips) yang menetapkan 

standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hak 

kekayaan intelektual bagi anggota organisasi perdagangan dunia 

(WTO). Merupakan salah satu perjanjian kekayaan intelektual 

internasional yang paling kontroversial, dan perpspektif negara-

negara maju dan kurang berkembang tentang peran 

perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual masih 

jauh berbeda (Yu et al., 2009) 

Ketentuan pembatasan dan pengecualian dalam TRIPS 

Agreement, terutama diatur di dalam Pasal 13 (untuk Hak Cipta) 

dan Pasal 30 (untuk Paten), yang berisi sebagai berikut: 

a) Hak Cipta (Pasal 13 TRIPS): 

Pasal 13 TRIPS berbunyi sebagai berikut “Anggota harus 

membatasi batasan atau pengecualian terhadap hak 

eksklusif pada kasus khusus tertentu yang tidak 

bertentangan dengan dengan eksploitasi normal suatu karya 

dan tidak secara tidak wajar merugikan kepentingan sah 

pemegang hak”.(WTO | intellectual property (TRIPS) - 

agreement text - standards) 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm
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Penggunaan wajar (fair use atau perlakuan wajar (fair 

dealing): Ini memungkinkan penggunaan Sebagian karya cipta 

tanpa izin untuk tujuan seperti: 

1. Kritik dan komentar 

2. Pelaporan berita 

3. Pengajaran, beasiswa, dan penelitian  

4. Parodi 

5. Penggandaan untuk tujuan pribadi dan non komersial 

6. Penerjemahan dan reproduksi untuk tujuan pendidikan atau 

perpustakaan 

7. Pengutipan dari artikel berita pers 

8. Siaran radio 

9. Jangka waktu perlindungan; Setelah jangka waktu 

perlindungan berakhir, karya menjadi domain public dan 

dapat digunakan secara bebas (No & Brennan, 2002). 

b) Paten (Pasal 30 TRIPS): 

Pasal 30 TRIPS berbunyi sebagai berikut “Anggota dapat 

memberikan pengecualian terbatas terhadap hak eksklusif 

yang diberikan oleh paten, dengan ketentuan bahwa 

pengecualian tersebut tidak bertentangan secara tidak wajar 

dengan eksploitasi normal atas paten dan tidak secara tidak 

wajar merugikan kepentingan sah pemilik paten, dengan 
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mempertimbangkan kepentingan sah pihak ketiga.(WTO | 

intellectual property (TRIPS) - agreement text - standards) 

Dalam pasal ini membahasa tentang penggunaan untuk 

tujuan penelitian dan pengembangan (research and 

exerinmental use exception) memungkinkan pengguna 

invensi yang dipatenkan untuk tujuan ilmiah atau penelitian 

tanpa izin. 

1) Lisensi Wajib (Compulsory Licensing): 

Dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat memberikan 

izin kepada pihak ketiga untuk meproduksi atau 

menggunakan invensi yang dipatenkan tanpa 

persetujuan pemegang paten, terutama dalam kasus 

darurat nasional atau kepentingan public (misalnya, 

akses terhadap obat-obatan esensial) (Malbon et al., 

2014). 

c) WIPO Copyright Treaty 

 Perjanjian Hak Cipta (WIPO Copyright 

Treaty/WTC) adalah perjanjian internasioinal tentang 

hukum hak cipta yang diadopsi oleh negara-negara anggota 

kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) pada tahun 1996. 

Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan 

tambahan terhadap hak cipta sebagai respons terhadap 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm
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kemajuan teknologi informasi semenjak terbentuknya 

perjanjian tentang hak cipta sebelumnya. 

 Wipo Copyright Treaty adalah perjanjian khusus di 

bawah Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra 

dan Seni. Tujuannya adalah untuk memperbarui 

perlindungan hak cipta, Dimana Konvensi Berne yang lebih 

lama belum sepenuhnya mencakup tantangan yang timbul 

dari teknologi informasi dan komunikasi.  

 WIPO Copyright Treaty memperluas perlindungan hak cipta untuk 

karya yang diperbanyak secara digital. Meski WIPO Copyright Treaty 

hanya mencakup hak cipta pada karya yang diperbanyak secara digital, 

tetapi nia juga melindungi hak ekonomi tertentu yang terkait dengan 

karya tersebut.  

Selain hak-hak yang diakui oleh Konvensi Berne, WIPO Copyright 

Treaty juga memberikan hak-hak tambahan, juga memberiakn hak-hak 

tambahan, seperti hak distribusi dan hak hak sewa, serta mengatur 

perlindungan untuk program computer dan kompilasi data (database). 

Perjanjian ini berfokus pada masalah-masalah yang muncul denagn 

adanya internet dan teknologi digital, seperti penyebaran karya secara 

secara online dan penggunaan teknologi perlindungan hak cipta, Wipo 

Copyright Treaty juga melindungi informasi manajemen hak cipta yang 

berkaitan dengan teknologi. 
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Negara-negara yang meratifikasi WIPO Copyright Treaty wajib 

menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi Berne yang diadaptasi ke 

dalam Wipo Copyright Treaty. Ini berlaku kepada semua negara peserta, 

termasuk mereka yang sebelumnya bukan anggota Konvensi Berne. 

 Indonesia telah meratifikasi WIPO Copyright Treaty lewat 

Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997. Ini menunjukkan 

komitmen Indonesia untuk melindungi karya cipta, terutama guna 

menghadapi era digital saat ini, dan juga menyelaraskan peraturan 

nasional dengan standar Internasional (Sheinblatt, 1998). 

Perpustakaan  

Perpustakaan adalah tempat atau Gedung yang berfungsi untuk 

mengumpulkan, menyimpan, merawat, mengatur, dan menyediakan 

akses kepada berbagai jenis bahan Pustaka seperti buku, majalah, surat 

kabar jurnal, serta sejenisnya untuk di sebarluaskan kepada Masyarakat 

luas (Petrina et al., 2018). Perpustakaan bertugas untuk mengumpulkan, 

mengolah, memelihara, melestarikan, menyimpan dan memberdayakan 

dan menyajikan koleksi bahan Pustaka kepada pemakainya 

(Perpustakaan, n.d.).  

Menurut Prof Sulistyo Basuki Perpustakaan adalah sebuah ruangan 

atau gedung yang dipakai untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya 

yang biasanya disimpan berdasarkan tata susunan tertentu yang dipakai 

pembaca bukan untuk dijual https://share.google/LvPvM1i8H41nis47Y 

 

https://share.google/LvPvM1i8H41nis47Y
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Jenis perpustakaan yang umum di temui di Indonesia yaitu 

Perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan 

tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan nasional, selain itu ada 

perpustakaan keliling dan taman baca masyarakat yang berperan dalam 

menjangkau pembaca di berbagai lokasi  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah 

kerja penelitian (Miswardi et al., 2021). 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal research). Pendekatan ini dipilih 

karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum 

yang tertulis, tetapi juga untuk memahami bagaimana norma tersebut 

diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sosial, khususnya di lingkungan 

perpustakaan universitas. 

Pendekatan yuridis sosiologis memungkinkan peneliti untuk menelaah 

prinsip-prinsip pembatasan hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, kemudian menghubungkannya dengan realitas 

implementasi di lapangan, yaitu di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Magelang. Dengan kata lain, pendekatan ini menggabungkan analisis 

terhadap norma hukum (law in books) dan praktik pelaksanaannya di 

masyarakat (law in action). 
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Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji sejauh mana prinsip 

pembatasan hak cipta untuk tujuan pendidikan dipahami dan dijalankan oleh 

pustakawan. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam penerapan 

prinsip pembatasan hak cipta tersebut di lingkungan perguruan tinggi. 

C. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip pembatasan Hak 

Cipta di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang. 

D. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer 

dan data sekunder, yang masing-masing memiliki peran penting dalam 

menjawab rumusan masalah dan mendukung pendekatan yuridis sosiologis 

yang digunakan. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui 

interaksi dengan subjek yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks 

ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pustakawan 

Universitas Muhammadiyah Magelang yang berperan dalam pengadaan, 

pengelolaan, dan penyediaan akses terhadap karya cipta. Data primer ini 

bertujuan untuk menggali praktik aktual, pemahaman, serta sikap dan 

kebijakan internal yang berkaitan dengan penerapan prinsip pembatasan hak 

cipta di lingkungan perpustakaan. Kemudian, data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari studi kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan 

substansi hukum dan teori yang mendasari penelitian ini. Data sekunder 

meliputi: 
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1. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan pelaksana lainnya yang 

relevan. 

2. Literatur hukum lain termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang 

membahas prinsip pembatasan hak cipta, hak cipta dalam pendidikan, 

dan pengelolaan perpustakaan. 

E. Teknik Pengambilan Data 

Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth 

interview) secara langsung kepada informan yang dianggap mengetahui dan 

terlibat langsung dalam penerapan prinsip pembatasan hak cipta. Informan 

yang dimaksud adalah pustakawan atau pengelola perpustakaan yang 

bertanggung jawab atas pengadaan dan penyediaan akses koleksi. Wawancara 

dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, 

agar memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi lebih dalam 

sesuai dengan perkembangan jawaban informan. Teknik ini memberikan 

ruang bagi peneliti untuk memahami praktik, kendala, serta persepsi para 

aktor terhadap pembatasan hak cipta dalam praktik keseharian di 

perpustakaan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, 

sesuai dengan karakteristik pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan. 

Analisis kualitatif bertujuan untuk menafsirkan makna data yang diperoleh, 

baik dari sumber normatif (data sekunder) maupun dari hasil wawancara (data 
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primer), guna memahami sejauh mana prinsip pembatasan hak cipta 

diterapkan di lingkungan perpustakaan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan dengan menyortir dan memilih data yang relevan 

dengan fokus penelitian, yaitu penerapan prinsip pembatasan hak cipta 

dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan koleksi perpustakaan. 

Informasi yang tidak relevan atau bersifat pengulangan akan dieliminasi, 

sehingga hanya data yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah 

yang dianalisis lebih lanjut. 

2. Penyajian Data 

Setelah dilakukan reduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, 

tabel, atau kutipan wawancara yang mendukung. Penyajian data ini 

bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola, hubungan, 

atau kecenderungan tertentu yang muncul dari praktik-praktik di 

lapangan dan hubungannya dengan norma hukum yang berlaku. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir dari proses analisis adalah penarikan kesimpulan, yang 

dilakukan dengan cara menginterpretasikan temuan-temuan lapangan 

secara kritis dan sistematis. Peneliti membandingkan antara norma yang 

berlaku dengan praktik di lapangan untuk menilai apakah prinsip 

pembatasan hak cipta telah diterapkan secara tepat, serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi penerapannya. 
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Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat generalisasi statistik, tetapi 

lebih kepada pemahaman mendalam (in-depth understanding) terhadap 

fenomena hukum dalam konteks sosial tertentu, yaitu pada pengelolaan 

perpustakaan di perguruan tinggi. 

  



47  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan dampak 

yang dignifikan pada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, 

Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Pustakawan untuk semakin 

professional dalam mengelola karya koleksi terutama yang berbentuk digital, 

Di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang terdapat berbagai 

macam koleksi karya yang berbentuk digital, tujuan dari mendigitalisasi 

karya tersebut adalah untuk mempermudah akses bagi pemustaka utamanya 

mahasiswan dan dosen, Dan juga untuk menyebarluaskan akses pendidikan 

seluas luasnya kepada publik. Dalam hal ini tentunya Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Magelang mendapatkan tantangan terhadap 

pengelolaan nya utamanya dengan memperhatikan norma yang berkaitan 

yaitu Undang-Undang Hak cipta. Dalam prinsip pembatasan di Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Magelang menerapkan open akses dan close 

akses terhadap koleksi karya ilmiah yang sudah di sebar luaskan lewat 

repository, Hal ini cukup efektif untuk melindungi karya ilmiah yang 

berbentuk digital, dengan menerapkan open akses pada bab 1, 2, 3, dan 5 

kemudian close akses terhadap bab 4 dan full teks, Kemudian terhadap 

kebijakan penggunaan ebook diharuskan mahasiswa aktif dengan melakukan 

pendaftaran akun dengan mengunggah kartu tanda mahasiswa dan di 

verifikasi petugas, dalam hal inilah sedikit dirasakan tantangan untuk 



48  

Pustakawan sebab setelah mahasiswa punya akun ebook UNIMMA ,dengan 

mudah bisa mengakses koleksi buku digital dengan mudah meski belum ada 

kasus yang ada terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh mahasiswa 

dikhawatirkan kedepan nya bisa terjadi hal tersebut, sebab Perpustakaan 

belum adanya regulasi yang mengatur tentang Hak cipta di perpustakaan 

kemudian. 

B. Saran  

Dalam hasil yang di teliti terhadap Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Magelang penulis memberikan saran sebagai berikut 

1. Pustakawan diharap untuk mengikuti kegiatan Pelatihan tentang Hak 

cipta agar lebih memadai wawasan terhadapat Pengeloalaan koleksi 

karya digital di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang 

kususnya yang berhak cipta 

2. Adanya regulasi di Perpustakaan tentang Hak Cipta agar bisa 

memberikan sebuah layanan yang patuh terhadap Hukum terutama dalam 

rangka menegakkan Hak Cipta kepada Pemustaka 

3. Peningkatan security keamanan data terhadap koleksi digital agar 

kedepannya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebobolan data 

dan lain-lain 
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